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Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan 
ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Antara lain adalah 
dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang telah diciptakan 
Allah. Pemerintah dapat membuka tambang emas, perak, batu bara, minyak 
tanah, gas, timah dan lain-lain yang tersimpan di perut bumi sebagai wujud 
pemberdayaan alam. Dari dimensi lainnya, dalam memaksimalkan 
kemampuan ekonomi, Pemerintah dapat membuat keijakan moneter dan 
fiskal. Secara garis besar kebijakan fiskal dan moneter versi Islam berbeda 
dengan kebijakan fiskal dan moneter versi non Islam. Walaupun terdapat 
kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat 
perberbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara 
pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang di pakai, instrumen 
pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu 
menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Qur’an. 
Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w pertama kali 
adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang 
didasarkan atas agama. 
Kata Kunci: Kebijakan, Fiskal, Moneter, Islam  
 
Pendahuluan  
Agama Islam memiliki paradigma yang khas tentang kepemilikan 
harta. Harta yang dimiliki manusia sesungguhnya merupakan pemberian 
dari Allah yang dikuasakan kepadanya. Harta yang dimiliki sebagai amanah 
dari Allah adalah harta yang diperoleh, didistribusikan, dan dimanfatkan 
untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syariah. Untuk menjamin tujuan mulia 
itu, Allah dan RasulNya, memberikan prinsip-prinsip yang harus dijadikan 
pegangan bagi umat manusia agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang 
bertentangan dengan tujuan syara’ yang pada gilirannya akan menyebabkan 
kerugian bagi manusia di dunia dan di akhirat. 
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Secara makro, aturan-aturan syariah dalam bidang ekonomi 
bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan manusia sebagai 
manusia, dan sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat. Islam tidak 
memisahkan antara apa yang wajib bagi masyarakat dengan upaya 
mewujudkan kesejahteraan manusia, tetapi menjadikannya dua hal yang 
berhubungan. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat 
secara bersamaan. Ketika Islam mengatur masalah masyarakat, ia 
memperhatikan kepentingan individu, demikian sebaliknya ketika mengatur 
kepentingan individu, kepentingan masyarakat tidak diabaikan. 
Penekanan Islam terhadap kepentingan individu, masyarakat, dan 
hubungan keduanya secara dinamis tersebut sangat paradok dengan sistem 
ekonomi dunia dewasa ini yang lebih menekankan kepada dogma 
individualis, yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis atau paradigma 
sosialis yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Kasus dalam hal aturan-
aturan ekonomi Islam dalam konteks makro, para pakar (ulama) hukum 
Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip pengaturan ekonomi secara 
komunal, baik dalam bentuk kelompok masyarakat, negara, bahkan dunia. 
Penjelasan di atas penulis dalam jurnal ini akan fokus membahas 
seputar Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam serta 
instrumen-intsrumen yang digunakan dalam menghimpun dana guna 
menjalankan roda pemerintahan.  
 
Pengertian Kebijakan Fiskal 
Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu 
kebijakan dan fiskal. Kebijakan (policy) memiliki arti yang bermacam-
macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan 
sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik 
yang terarah.
1
 Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan 
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 M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2003), hlm. 15-16 
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adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi 
pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
2
 
Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran 
adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen 
kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan 
negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di 
dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua yakni 
kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. 
Kebijakan fiskal aktif adalah kebijakan pemerintah dimana 
pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program 
pengeluarannya. Sementara itu, kebijakan fiskal pasif adalah segala sesuatu 
yang menurunkan marginal propensity to spend dari pendapatan nasional, 
sehingga mengurangi besarnya pengganda. Dengan kata lain, kebijakan ini 
adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah 
(menurunkan surplus pemerintah) ataupun cenderung meningkatkan surplus 
pemerintah (menurunkan defisit pemerintah) tanpa harus ada tindakan 
eksplisit oleh para pembuat kebijakan.
3
 
Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk 
mencapai tujuan syariah yang menurut imam al-Ghazali termasuk 
peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, 
intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.
4
 Pada dasarnya kebijakan fiskal 
telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah 
dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. 
Ibnu Khaldun (1404) mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan 
pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar 
terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan 
penerimaannya.  
                                                          
2
 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 2 
3
 Muana Nanga,Makro Ekonomi, teori, masalah dan kebijakan,(Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 179-180 
4
 Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklisif Ekonomi Islam,(Jakarta: 
Kencana, 2007), hlm. 203 
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Apabila pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar apabila pasar 
yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat (keseluruhan) yang 
lebih besar." Laffer, penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan, yang 
menemukan teori Laffer's Curve, berterus terang bahwa ia mengambil ide 
Ibnu Khaldun. Selain itu, Abu Yusuf (798 H) adalah ekonom pertama yang 
menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, al-
Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak 
atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang 
dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian 




Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam 
Perspektif ekonomi konvensional, Adiwarman Karim menjelaskan 
bahwa dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
terdapat beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk 
menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain:
6
  
a. Melakukan bisnis pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan 
lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini 
diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah 
satu sumber pendapatan negara.  
b. Pajak penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara 
menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk 
seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan 
lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan 
terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. 
                                                          
5
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), hlm. 25 
6
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2009), hlm. 225 
78 
 
c. Meminjam uang pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau 
sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di 
kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat 
informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar 
pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. 
Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan 
secara terus-menerus. 
Sementara itu, di antara beberapa kebijakan fiskal di dalam Islam 
antara lain meliputi: 
a. Pendapatan negara 
Di antara instrumen kebijakan fiskal yang termasuk kedalam kebijakan 
anggaran pendapatan negara antara lain :  
1) ZISWA 
Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang 
tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, 
dengan beberapa syarat.
7
 Zakat merupakan sedekah wajib bagi 
seorang muslim yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah 
ditentukan oleh pemerintah. Zakat sebagai salah satu pendapatan 
negara Islam yang digunakan sebagai pemerataan, walaupun hasil 
zakat tergolong kecil dibandingkan dengan pajak, tetapi zakat cukup 
membantu dalam perekonomian karena akan membantu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
Zakat membantu mendekatkan hubungan antara si kaya dan si 
miskin dan menghindari kesenjangan yang terjadi antara keduanya 
ataupun golongan golongan lain yang membutuhkan. Tujuan zakat 
dipandang dari sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan 
distribusi pendapatan yang lebih merata.
8
 Infaq menjadi salah satu 
pendapatan negara sebagai suatu pemerataan terhadap distribusi 
pendapatan, namun infaq bukanlah sebuah kewajiban, namun 
                                                          
7
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam cet. Ke 73, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2016), 
hlm. 192 
8
 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklisif..., hlm. 207 
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merupakan sebuah anjuran, semenetara itu, sedekah adalah salah satu 
komponen penting dalam metode penanggulangan  kesejahteraan 
rakyat.
9
 Sedekah ialah segala pemberian yang dengan kita 
mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pemberian yag dimaksud 
dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta 
maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. 
Wakaf adalah suatu distribusi kekayaan kepada suatu instansi 
atau lembaga untuk keperluan bersama dan tidak dimiliki secara 
pribadi.  Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal 
dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana 
dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi 
dan stabilitas kegiatan ekonomi. 
2) Ghanīmah   
Ghanīmah adalah harta hasil rampasan perang yang berasal dari 
hasil memerangi orang kafir atau yang memusuhi Islam. secara 
khusus, distribusi ghaimah sudah diatur dalam QS : Al- Anfāl : 41  
 
 ٰىَهَاَتٍْلاَو َٰىبُْرقْلا يِِذلَو ِلوُس َّرِللَو ُهَسُوُخ ِ َِّلِلّ ََّىَأف ٍء ًْ َش ْيِه ُْنتِْوٌَغ اَوًََّأ اوَُولْعاَو
 ُْنتٌْ ُك ِْىإ ِلٍِب َّسلا ِيْباَو ِيٍِكاَسَوْلاَو َمَْوٌ ِىَاقُْرفْلا َمَْوٌ َاًِدْبَع َٰىلَع َاٌْلَزًْ َأ اَهَو ِ َّلِلِّاب ُْنتٌْ َهآ
  رٌَِدق ٍء ًْ َش ِّلُك َٰىلَع ُ َّاللََّو ۗ ِىاَعْوَجْلا َىَقتْلا 
Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 
sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk 
Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang 
Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan 
Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 
Dalam konteks perekonomian modern, ghanimah juga bisa 
berasal dari barang sitaan pemerintah akibat dari pelanggaran hukum, 
                                                          
9
 Muhammad Saddam, Ekonomi Islam: Sitem Ekonomi Menurut Islam, (Jakarta: 
Taramedia, 2003), hlm. 18 
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Jizyah adalah pajak perlindungan dari  negara muslim terhadap 
warganya yang non muslim yang mampu. Perlindungan yang 
dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. 
Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang 
telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke 
negara, seperti zakat. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi 




Kharâj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas 
tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, 
kharâj sebagai pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaybar 
ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik 
menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa 
tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada 
negara. Jumlah dari kharâj bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil 
produksi. Kharraj merupakan kebijakan pertama yang dikeluarkan 
oleh Rasulullah saw. Di Indonesia, kharraj sama dengan PBB. 
Perbedaan yang paling mendasar antara sistem pkharraj dengan PBB 
adalah bahwa kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas 
dari tanah, bukan zoning. Hal ini berarti tanah yang bersebalahan 
dengan jenis tanaman atau produktivitas yang berbeda maka akan 
terjadi perbedaan juga dalam jumlah pajaknya. Kharraj dibayarkan 
oleh seluruh anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.
12
 
5) ‘Ushur  
                                                          
10
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta : PT RajaGrafindo 
Persada, 2009,  hlm. 264 
11
 Ibid., hlm. 266 
12
 Ibid., hlm. 257 
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‘Ushur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang 
niaga yang masuk ke Negara Islam (impor). Menurut Umar bin 
Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada 
Negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Di indonesia, istilah ini 
lebih dikenal dengan cukai.
13
 
6) Pendapatan lain 
Pendapatan lain dapat berupa kaffarat (denda) atau juga orang 
yang meninggal yang tidak mempunyai pewaris.
14
 
b. Pengeluaran Negara 
Secara umum, pengeluaran negara di dalam islam dibagi menjadi : 
1) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan 
belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan azas maslahat umum, 




2) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber 
dananya tersedia.  
3) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh 
masyarakat beserta pendanaannya. Seperti pembangunan jalan, 
jembatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.
16
 
c. Utang Negara 
Setiap perubahan mengenai pendaptan ataupun penerimaan negara 
memberikan dampak terhadap anggatan pemerintah, selayaknya 
anggaran pemerintah disesuaikan dengan kemampuan negara. 
Ketika terjadi defisit anggaran maka akan berusaha untuk memenuhi 
defisit atau kekurangan tersebut. Untuk menutupi kekurangan tersebut, 
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 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan 
Konvensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 159 
14
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro..., hlm. 257 
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cara yang paling umum digunakan adalah meningkatkan pendapatan 
melalui pajak ataupun dengan meminjam dana (utang).
17
 
Utang negara dapat berasal dari dalam negri maupun luar negeri. 
Utang saat ini tidak lagi sebagai pemenuh anggaran, tetapi sebagai 
instrumen kebijakan fiskal guna menstimulasi perekonomian suatu 
negara. 
1) Sukuk 
Sukuk berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Nomor 
32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan, yang dimaksud dengan obligasi 
syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan 
prinsip syariah  yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang 
obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar 
pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi 
hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat 
jatuh tempo. 
2) Pinjaman dalam negeri 
Pinjaman dalam negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank 
sentral maupun bank bank lain didalam negeri.
18
 
3) Pinjaman luar negeri 
Pinjaman luar negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank 
dunia mapun negara negara lain yang bersedia memberi piutang.
19
 
Seperti yang pernah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi krisis 
pada tahun 1998 dengan meminjam kepada IMF (International 
Monetery Found) . 
 
Kebijakan Moneter (Monetary Policy) 
Sebelum masuk ke dalam kajian kebijakan moneter dalam ekonomi 
Islam, perlu ditekankan bahwa Islam melarang praktek riba. Sepanjang 
sejarah umat Islam, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa telah terjadi 
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 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro..., hlm. 245 
18
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro..., hlm. 246 
19
 Ibid.  
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konsensus (ijmak) di antara semua mazhab bahwa riba yang dilarang itu 
mencakup bunga (interest) dalam segala bentuknya. Riba mencakup bunga 
dalam seluruh manifestasinya; tidak peduli apakah berhubungan dengan 
pinjaman tersebut bersifat pribadi atau jenis pinjaman komersial; apakah 
peminjam itu pemerintah, pribadi atau perusahaan; dan apakah suku 
bunganya tinggi atau rendah.
20
 
Moneter berasal dari bahasa latin, moneta, yang berarti hal-hal yang 
berkaitan dengan uang atau mekanisme bagaimana uang disediakan dan 
beredar dalam kegitan ekonomi.  Kebijakan moneter (monetary policy) 
adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar 
dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah 
uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar 
terjadi kestabilan harga dan inflasi. 
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter 
21
berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan 
persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja 
penuh dan kelancaran dalam pasokan/distibusi barang. Kebijakan moneter 
dilakukan antara lain dengan instrument sebagai berikut yaitu suku bunga, 
giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing dan sebagai tempat 
terakhir bagi Bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan 
likuiditas. 
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan 
cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan 
moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
a. Kebijakan moneter ekspansif/monetary ekspansive policy, yaitu suatu 
kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. 
b. Kebijakan moneter kontraktif/monetary contractive policy, yaitu suatu 
kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. 
Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat (tight money policy). 
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 M. Umer Chapra, The Future Of Economics; An Islamic Perspective, ( Jakarta: 





Instrument Kebijakan Moneter 
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrument 
kebijkan moneter, yaitu antara lain: 
a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) 
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar 
dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government 
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan 
membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang 
beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga 
pemerintah kepada masyarakat. 
b. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) 
Fasilitas diskonto adalah pengturan jumlah uang yang beredar 
dengan mengtur tingkat bunga bank sentral pada bank umum.Bank 
umum terkadang menglami kekurangan uang sehingga harus meminjam 
ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah 
menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan 
tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 
c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) 
Rasio cadangan wajib adalah mngtur jumlah uang yang beredar 
dengan mengatur jumlah dana cadangan perbankkan yang harus dsimpan 
pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah 
menurunkan rasio cadangan wajib.Untuk menurunkan jumlah uang 
beredar, pemerintah menaiikan rasio. 
 
d. Himbauan Moral (Moral Persuasion) 
Himbuan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah 
uang beredar dengan jlan memberi imbaun kepada pelaku 
ekonomi.Misalnya himbauan kepada perbankkan pemberi kredit untuk 
berhti-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang 
beredar pada perekonomian. 
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Dalam sistem perekonomian Islam, absensi bunga menempatkan 
sektor barang dan jasa (real sector) sebagai puncak aktifitas ekonomi. 
Semua atifitas ekonomi, konsumsi, investasi, perdagangan internasional 
atau belanja pemerintah semua akan terekam dan tergambarkan dalam 
sektor riil. Oleh sebab itu, moneter dalam Islam dapat didefinisikan 
sebagai segala aktifitas yang berkaitan dengan uang atau asset likuid 
yang dilakukan dalam rangka menopang aktifitas rill (baik aktifitas di sisi 
demand maupun supply). 
Instrument moneter Islam adalah intrumen-instrumen semacam 
sertifikat investasi, misalnya yang sangat popular adalah sukuk.
22
Di iran 
misalnya, sertifikat investasi itu diberi nama Musharakah certificates. 
Selain itu, untuk menggantikan peran interest rate dalam operasi terbuka, 
dapat digunakan instrument profit rate.
23
 Pemerintah sebagai otoritas 
berkewajiban memberikan sebanyak mungkin pilihan kepada warga 
negara pemilik asset bagaimana mereka terlibat dalam ekonomi dengan 
asset-aset mereka, khususnya asset likuid mereka. Bentuk pilihan 
instrument itu dapat berupa berbagai macam jenis sukuk. 
Menurut Chapra
24
 mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan 
syari’ah Islam harus mencakup enam elemen yaitu: 
1) Statutory Reserve Requirement. Bank-bank komersil diharuskan 
memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. 
Statutory reserve requirements membantu memberikan jaminan atas 
                                                          
22
 Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk 
mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu Negara dan memliki hak untuk 
menetapkann sukuu bunga dan parameter lainnya yang menentuukan biaya dan persediaan 
uang.Uumumnya otoritas moneter adalah bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter 
lainya, seperti dibentuiknya satu bank sentral untuk beberapa negara, tgerdapatnya suatu 
dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga 
diperolehnya beberapa pihak untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam. 
23
 Tugas bank sentreal adalah menentukan dan menetapkan profit rate untuk kontrak 
fixed rate atau expected profit rate untuk kontrak musharakah yang secara tidak langsung 
akan mempengaruhi dan mengontrol deposit perbankan. Hasan Kiece, Menetary policy in 
Islamic economic framework case of Islamic republic of iran, iran:Imam sadiq 
university,hlm. 9-10 
24
 Lihat,M. Umer Chapra, Menetary Management in an Islamic Economic, dalam 
Jurnal Islamic Economic Studies Vol. 4, No. 1 Desember 1996, hlm.20-27 
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deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai 
bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya yang 
dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-
bank komersial ini. 
2) Credit Ceillings (pembataasan kredit). Kebijakan menetapkan batas 
kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersil untuk 
memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target 
moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. 
3) Government Depoisit. Kebijakan dalam mengalihkan government 
demand deposits ke atau dari bank komersial, yang secara langsung 
akan memengaruhi cadangan mereka. 
4) Common Pool. Kebijakan satu pintu yang memungkinkan bank-bank 
komersial mengatasi masalah likiuiditas di bank sentral. 
5) Target pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun bank sentral harus 
menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran 
ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan 
Mo (high powered money: uang dalam sirkulasi dan deposito pada 
bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat 
pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial 
dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan 
kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. Mo 
disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk 
mudharabah harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrument 
kualitatif dan kuantitaatif untuk mengendalikan kredit. 
6)  Publik Shre Of Demand Deposit (uang giral). Dalam jumlah tertentu 
demand deposit bank-bank komersial (maksimum 25%) harus 
diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial 
yang menguntungkan. 
7) Alokasi kredit berdasarkan nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan 
kejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi 
produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian 
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besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit 
juga diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu 
adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank 






Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai 
tujuan syariah termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga 
keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. kebijakan 
fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak 
zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan 
oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1404) mengajukan obat untuk resesi berupa 
mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah 
adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan 
dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila 
pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat (keseluruhan) 
yang lebih besar. 
Kebijakan moneter (monetary policy) adalah suatu usaha dalam 
mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan 
yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam 
perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan 
inflasi. Instrument moneter Islam adalah intrumen-instrumen semacam 
sertifikat investasi, misalnya yang sangat popular adalah sukuk. Selain itu, 
untuk menggantikan peran interest rate dalam operasi terbuka, dapat 
digunakan instrument profit rate. Pemerintah sebagai otoritas berkewajiban 
memberikan sebanyak mungkin pilihan kepada warga negara pemilik asset 
bagaimana mereka terlibat dalam ekonomi dengan asset-aset mereka, 
                                                          
25
 Lihat juga, Zia Ahmed, Islamic Financial Instrument In The Conduct of Monetary 
Policy, hlm. 6-9 
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khususnya asset likuid mereka. Bentuk pilihan instrument itu dapat berupa 
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